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Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1.

Tindakan perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya terjadi
dikarenakan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berupa ekonomi, perkawinan
karena perjodohan, maupun perkawinan paksa dengan mengatasnamakan budaya.
Menjadi krusial ketika membahas alasan orang tua melakukan perkawinan paksa
kepada anak mereka dikarenakan alasan adat dan budaya yang berlaku di masing-
masing daerah di Indonesia, beberapa hal yang menjadi sebab utama dalam perkawinan
paksa mengatasnamakan budaya ini salah satunya adalah karena perbuatan hamil di luar
perkawinan yang sah yang dianggap menimbulkan aib bagi keluarga mereka di
lingkungan masyarakat adat. Tidak sedikit pula dari korban perkawinan paksa yang
dikawinkan dengan alasan melanggar adat karena “pulang ke rumah terlampau larut
malam bersama dengan lawan jenis”. Alasan-alasan demikian menimbulkan persoalan
dan polemik yang mengakar karena tidak sedikit masyarakat adat seperti Bugis dengan
adat Pattongko’ Siri dan Sumba dengan adat kawin tangkap seolah dijustifikasi tanpa
batasan perlidungan hukum terhadap korban perkawinan paksa. Bahkan, hal ini
diperburuk dengan unsur religio-magis yang tidak dapat dipidahkan dari ranah adat di
Indonesia, di mana masyarakat adat cenderung mengaitkan suatu hal yang terjadi
dengan agama dan unsur magis, mengklaim bahwa apabila adat tidak diterapkan maka
akan terjadi hal buruk (seperti tradisi perkawinan paksa dikarenakan keberlakuan weton

dalam adat Jawa).

Apabila menolak perkawinan paksa, maka seseorang yang menolak dikawinkan
tersebut akan memperoleh sanksi adat. Selain melanggar asas kesukarelaan yang
mengakibatkan dapat diasingkan dari lingkungan masyarakat adat, terdapat pula sanksi
berupa pembayaran denda adat sebagaimana yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara

Timur.

Cara yang dilakukan orang tua untuk melakukan kawin paksa terhadap anaknya juga
beragam, baik disebabkan oleh adat istiadat seperti pada Masyarakat Kabupaten Buton

Tengah yang dialami secara nyata oleh Wamuna yang akhirnya menerima perjodohan
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dari ayahnya karena ayahnya telah melakukan sumpah serapah kepada dirinya, yang
mana hal ini merupakan pertanda buruk. Tidak hanya itu, orang tua yang mengawinkan
paksa anaknya dengan ancaman anak tersebut akan menjadi aib keluarga dengan
justifikasi agama juga terjadi pada Masyarakat Kabupaten Bone yang menganggap
bahwa ayah dan kakek memiliki hak untuk mengawinkan anak-anak mereka tanpa
persetujuan anak-anak yang akan dikawinkan. Artinya, cara yang dilakukan orang tua

ini tidak dapat lepas dari faktor adat dan agama.

Menjadi miris karena perkawinan paksa demikian didominasi oleh budaya patriarki
yang menganggap strata atau derajat perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-
laki. Sistem budaya yang seperti ini cenderung menindas perempuan dengan tidak
memberikan pilihan kepada mereka apa yang mereka kehendaki sekalipun mereka
melakukan perbuatan yang dianggap telah melanggar adat istiadat. Sebagai
perbandingan kembali, bilamana ditelisik melalui suku dengan sistem kekerabatan
matriarki dalam suku Madura, dapat terlihat bahwasannya mereka sangat menghargai
kedudukan perempuan yang akan mewarisi marga. Masyarakat suku Minangkabau
tidak akan memaksakan kehendak kepada anak-anak perempuan mereka sekalipun ia
mengandung/hamil di luar perkawinan yang sah. Masyarakat adat suku Minangkabau
akan menghibau agar anak tersebut dibesarkan di masyarakat adat Minangkabau dan

diberi dan mewarisi nama keluarga dari pihak ibunya, sekalipun tidak memiliki ayah.

Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua yang diduga merupakan
pelaku perkawinan paksa terhadap anak-anak mereka juga terpaksa mengawinkan
paksa anak-anak mereka. Orang tua adat cenderung bersifat konservatif dan
menganggap bahwa perbuatan buruk yang dilakukan anak-anak mereka akan berakibat
buruk pula kepada keluarga mereka. Hukum adat sangat keras, masyarakat adat tidak
akan segan untuk mengeluarkan keluarga yang menuai aib dari lingkungan masyarakat
adat tersebut (diasinggkan atau dibuang), termasuk memaksa pihak keluarga untuk
membayar denda adat. Orang tua korban tidak menginginkan hal ini dan menganggap
bahwa dilakukannya perkawinan paksa merupakan Upaya terbaik untuk menghalau
tekanan dari masyarakat adat, sekaligus menolak karma buruk. Namun, perlu menjadi
perhatian bahwa tindakan orang tua yang mengawinkan paksa anak-anak mereka tidak

dapat dijustifikasi begitu saja.
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2. Pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku yang mengawinkan paksa
anaknya ditinjau berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur pemidanaan. Pertama,
terpenuhinya unsur subjektif (unsur yang berada dalam diri pelaku, seperti
menghendaki/mengetahui perbuatan yang dilakukan). Kedua, harus terpenuhinya sifat
melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagai unsur objektif agar
sifat dapat dipidananya perbuatan tidak hapus. Pasal 48 KUHP Lama jo. Pasal 42 jo.
Pasal 43 KUHP Baru telah mengklasifikasikan perbuatan tidak dapat dipidana, yakni
pelaku berada dalam daya paksa (overmacht) dan berada dalam keadaan darurat
(nootoestand). Namun demikian, berdasarkan ajaran sifat melawan hukum pidana
(wederrechtlijk), tidak dikenal hanya alasan penghapus pidana yang diatur di dalam
undang-undang (formil), melainkan termasuk yang tidak diatur di dalam kaidah hukum
tertulis (materiil). Perbedaan ajaran melawan hukum ini menimbulkan 2 (dua) akibat,
yaitu seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatannya apabila perbuatannya diatur di
dalam suatu kaidah hukum tertulis (formil), dan perbuatan seseorang tidak hanya dapat

dipidana berdasarkan kaidah hukum tertulis melainkan tidak tertulis juga (materiil).

Sifat melawan hukum materiil ini memiliki fungsi negatif dan fungsi positif, di mana
pada pokoknya fungsi negatif memiliki arti bahwa sekalipun seluruh delik dalam pasal
pidana terpenuhi, apabila perbuatan tersebut dianggap tidak melanggar moral
masyarakat (termasuk kaidah hukum tidak tertulis), maka tidak dapat dipidana.
Sebaliknya, ajaran sifat melawan hukum negatif memiliki arti bahwa sekalipun delik
dalam pasal pidana tidak terpenuhi, namun apabila dianggap melanggar moral
masyarakat (termasuk kaidah hukum tidak tertulis) perbuatannya akan tetap dipidana.
Contoh konkretnya, kawin tangkap di Aceh (mudemu), di mana ketika seorang
perempuan dan seorang laki-laki dijumpai tengah berduaan saja tanpa didampingi oleh
pihak lain, maka perbuatan tersebut dianggap aib sehingga terhadap keduanya harus
dilakukan perkawinan paksa. Tentunya perkawinan paksa mengatasnamakan budaya
semacam ini telah memenuhi unsur Pasal 10 UU TPKS, akan tetapi sifat melawan
hukumnya secara negatif dapat hapus karena tidak dianggap pidana oleh masyarakat
adat Aceh, alasan ini dapat dibenarkan (hanya berdasarkan sudut pandang masyarakat

aceh).

3. UU TPKS berlaku untuk menyelesaikan kasus perkawinan paksa, termasuk yang

mengatasnamakan budaya. Pelaku perkawinan paksa dapat dipidana berdasarkan UU
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TPKS, namun pemidanaan harus memenuhi syarat bahwa tidak terdapat alasan
pembenar atau pemaaf. Hukum adat dan tekanan sosial dari masyarakat adat seringkali
menyebabkan orang tua memaksa anak mereka untuk menikah guna menghindari aib,
meskipun mereka memiliki pilihan untuk tidak melakukannya. Secara umum,
perkawinan paksa dianggap melanggar hak asasi dan moralitas masyarakat luas, dan
oleh karena itu, pelaku seharusnya dipidana. Namun, dalam masyarakat adat,
perkawinan paksa dinormalisasi karena dianggap mengatasi aib. Terlebih eksistensi
hukum tidak tertulis telah diakui dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru. Hal ini
merupakan implikasi dari ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi negatif yang

meniadakan pidana.

Akan tetapi, keberlakuan Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru ini diberikan pembatasan dalam
ayat (2) bahwa hukum adat tidak boleh melanggar ketentuan UUD NRI 1945, Pancasila,
Hak Asasi Manusia, dan Adab yang berlaku di masyarakat (sistem masyarakat yang
beradab). Perkawinan paksa yang memaksa korban di luar persetujuannya untuk
melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bukan pilihannya telah melanggar
ketentuan Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal

16 UDHR. Khususnya, perkawinan paksa demikian tidak menunjukan sistem
keberadaban manusia sama sekali dan merampas hak-hak seorang individu dalam
menentukan kebebasannya sendiri untuk membentuk keluarga. Selain daripada itu,
perkawinan paksa hanya diatur dalam ketentuan UU TPKS saja, sehingga menjadi
konsekuensi logis bahwa UU TPKS harus diutamakan sebagai kaidah hukum khusus
yang mengesampingkan kaidah hukum umum (lex specialis derogate legi generali).

Oleh sebab itu, orang tua dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU TPKS.

Dengan diberlakukannya UU TPKS, maka perlindungan hukum dapat diberikan
melalui alasan penghapus pidana yang terdapat di dalam ketentuan undang-undang (in
casu KUHP, baik yang lama saat ini masih berlaku maupun yang baru), yakni apabila
orang tua dapat membuktikan dirinya melakukan tindakan perkawinan paksa tersebut
karena paksaan tetua adat dan/atau masyarakat adat berasarkan overmacht relatif.
Perkawinan paksa ini diklasifikasikan sebagai overmacht relatif (vide Pasal 48 KUHP
Lama jo. 42 KUHP Baru) karena pelaku mengalami tekanan psikologis dari luar yang
menyebabkan dirinya berada pada ambang pilihan untuk melakukan tindak pidaana

atau tidak, namun apabila tindak pidana tidak dilakukan kerugiannya akan lebih besar.
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Dalam hal ini orang tua mendapatkan tekananan dari tetua adat dan/atau masyarakat
adat dan terserang psikologisnya takut diasingkan dan dianggap aib oleh komunitas adat
karena terus ditodong untuk menyelesaikan perbuatan anaknya, maupun adanya
konsekuensi untuk membayar denda adat apabila si anak menolak dilakukannya
perkawinan paksa. Tidak termasuk keadaan darurat karena tidak terpenuhi unsur-
unsurnya, mengingat keadaan darurat (noodtoestand) lebih condong pada pertentangan
kewajiban dan kepentingan hukum pada diri si pelaku sendiri untuk menyelamatkan
dirinya, sedangkan daya paksa relatif (overmacht relatif), menekankan pada kondisi

kejiwaan si pelaku yang terserang akibat adanya paksaan dari luar dirinya.

Noodtoestand (pertentangan antara 2 kewajiban hukum), dapat dijadikan alasan
pembenar dan melepaskan orang tua dari jerat pidana apabila ketentuan Pasal 2 ayat (2)
KUHP tidak ada. Sebab tolak ukur hukum yang hidup di masyarakat harus mampu
memenuhi kualifikasi lazim bagi orang pada umumnya, bukan hanya pada masyarakat

adat saja.

Dengan demikian, kendati perkawinan paksa diklasifikasikan sebagai tindak pidana
kekerasan seksual menurut ketentuan UU TPKS. Selama orang tua dapat membuktikan
bahwa dirinya mengawinkan paksa anaknya karena adanya unsur tekananan dari luar
yang menekan mental (psikologis) dirinya, orang tua tersebut tidak dapat dipidana

karena 4 unsur pemidanaan pada unsur “tidak terdapat alasan pemaaf” tidak terpenuhi.

5.2 Saran

1.

Sebab-sebab terjadinya perkawinan paksa di atas, didominasi erat dengan unsur
kepercayaan (religio-magis) dan budaya yang berakulturasi, sehingga dengan
beragamnya suku bangsa di Indonesia memperkuat terjadinya perkawinan paksa di
Indonesia. Guna mencegah terjadinya perkawinan paksa di masa mendatang diperlukan
adanya sosialisasi terhadap masyarakat hukum adat bekerja sama dengan komunitas
adat. Selain daripada sosialisasi hukum terhadap UU TPKS dan makna berlakunya
KUHP Baru, sosialisasi yang diberikan dapat berupa pemberian upaya lain terhadap
penyelesaian permasalahan, selain daripada dilakukannya perkawinan paksa tapa
menghilangkan kaidah hukum adat yang berlaku. Contohnya, dalam menangani

persoalan hamil di luar perkawinan yang sah, alih-alih mengawinkan secara paksa
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perempuan tersebut, tetua adat dapat menerapkan hukum adat lain seperti anak tersebut
hanya akan mewarisi nama ibunya saja dan tidak berhak mewarisi hak sebagai
pemimpin keluarga (dalam masyarakat patrilineal, sekalipun anak yang dilahirkan laki-
laki). Setidaknya anak yang lahir di luar perkawinan tersebut tetap dapat hidup tumbuh
dan berkembang, dan ibunya terhindar dari perkawinan paksa. Solusi ini setidaknya
berusaha menekan amarah masyarakat adat yang lain dan masih dapat diterima

masyarakat secara umum.

. Dalam proses penjatuhan pidana terhadap seseorang, selain daripada membahas
persoalan kemampuan bertanggung jawab, apakah seseorang dapat dipidana karena
melawan kaidan hukum formil dan/atau kaidah hukum materiil dalam arti hukum tidak
tertulis, pertimbangan yang diberikan juga harus dapat ditinjau lebih lanjut berdasarkan
mens rea (sikap batin) dari pelaku. Oleh karena, pelaku pidana terkadang memiliki
alasan yang tidak dapat dihindari seperti halnya dalam persoalan perkawinan paksa
yang mengharuskan orang tua mengawinkan paksa anaknya karena terdapat paksaan
dari luar (baik oleh tetua adat dan/atau masyarakat adat). Saran ini diberikan karena
tentu masih terdapat aparat penegak hukum yang memutuskan suatu perkara pidana,
hanya berdasarkan terpenuhinya seluruh delik pasal/tidak tanpa melihat sebab atau

alasan yang lainnya.

. Perlindungan hukum terhadap orang tua yang mengawinkan paksa sepatutnya dapat
diberikan berdasarkan adanya daya paksa (overmacht) relatif. Dalam menghadapi
permasalahan perkawinan paksa, khususnya yang mengatasnamakan budaya
seharusnya terlebih dulu ditelisik pelaku yang menyebabkan terjadinya perkawinan
paksa secara langsung, dalam hal ini tetua adat dan/atau masyarakat adat, bukan orang
tua). Namun, karena dalam praktiknya hal ini sulit ditemukan atau sangat jarang terjadi,
sehingga menjadi sulit karena baik sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif
dan noodtoestand menjadi tidak dapat berlaku karena ketentuan Pasal 2 ayat (2) KUHP
Baru, tentu menjadi timbul persoalan baru ketika terjadi kebingungan demikian.
Pemerintah melalui pembentuk undang-undang seharusnya mampu melakukan
sosialisasi melek hukum terhadap kaidah hukum adat yang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan zaman, sehingga praktik perkawinan paksa dapat perlahan-lahan
dihentikan atas kesadaran masyarakat adat itu sendiri, tanpa menghilangkan unsur

keadatan yang lain.
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